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                                               BAB V 

                                           PENUTUP 

5.1   Kesimpulan 

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang 

angkutan, Angkutan kota trayek nomor 6 merupakan pemindahan 

manusia dan barang dari satu tempat ke tempat lain, angkutan yang yang 

dilakukan secara sistem bayar. Angkutan Kota Trayek Nomor 6 tersebut 

digunakan untuk mempermudah dalam menjalankan kegiatan pengguna 

jasa sehari-hari. Karena pengguna jasa berhak mendapatkan pelayanan 

yang baik dari sopir angkutan seperti mendapatkan pelayanan rasa 

aman, nyaman, menjamin keselamatan, mengantar pengguna jasa 

sampai tempat tujuan. 

 Beragam faktor yang menyebabkan sopir yang memuat 

pengguna jasa melebihi muatan kapasitas angkutan dan tidak 

menurunkan pengguna jasa tidak sampai tempat tujuan tersebut dan 

pengguna jasa di rugikan oleh pihak sopir angkutan Kota Trayek Nomor 

6. Sehingga hak dan kewajiban pengguna jasa itu tidak terlaksana oleh 

sopir angkutan.  

5.2 Saran 

 Dengan diimplementasikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diharapkan kepada pihak 

Dinas Perhubungan Kota Kupang untuk memberikan pengawasan lebih 

ketat kepada sopir angkutan supaya selalu bertanggung jawab kepada 

pengguna jasa sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap 

hak pengguna jasa angkutan kota trayek nomor 6.  
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